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Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih komperhensif terkait perampasan aset sebagai instrumen penting dalam upaya pemberantasan kejahatan, terutama dalam kasus korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana lainnya. Lembaga penegak hukum memegang peran sentral dalam memastikan proses perampasan aset berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, dari tahap investigasi, penyelidikan, hingga pelaksanaan perampasan aset yang diperoleh secara ilegal. Peran lembaga penegak hukum di Indonesia, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sangat menentukan keberhasilan proses perampasan aset dan pemulihan kerugian negara. Artikel ini membahas peran strategis lembaga penegak hukum dalam proses perampasan aset di Indonesia, dengan menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti tumpang tindih regulasi, minimnya koordinasi antar lembaga, serta kendala teknis dalam penelusuran dan penyitaan aset lintas negara. Melalui pendekatan yuridis normatif, kajian ini menganalisis bagaimana lembaga penegak hukum dapat memperkuat kerja sama dan efektivitas dalam proses perampasan aset guna memaksimalkan dampak pemberantasan kejahatan dan mengembalikan aset yang dirugikan. Hasil kajian ini juga menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses perampasan aset agar terhindar dari potensi pelanggaran hak individu.
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Abstract
The purpose of this paper is to find out more comprehensively about asset confiscation as an important instrument in efforts to eradicate crime, especially in cases of corruption, money laundering, and other criminal acts. Law enforcement agencies play a central role in ensuring that the asset confiscation process runs in accordance with legal provisions, from the investigation stage, investigation, to the implementation of the confiscation of illegally obtained assets. The role of law enforcement agencies in Indonesia, including the police, prosecutors, and courts, greatly determines the success of the asset confiscation process and the recovery of state losses. This article discusses the strategic role of law enforcement agencies in the asset confiscation process in Indonesia, highlighting the challenges faced, such as overlapping regulations, minimal coordination between agencies, and technical obstacles in tracing and confiscating cross-border assets. Through a normative legal approach, this study analyzes how law enforcement agencies can strengthen cooperation and effectiveness in the asset confiscation process in order to maximize the impact of eradicating crime and returning lost assets. The results of this study also highlight the importance of transparency, accountability, and respect for human rights in the asset confiscation process in order to avoid potential violations of individual rights
Keywords: : Asset Confiscation, Law Enforcement; corruption;
A. PENDAHULUAN
Perampasan aset menjadi salah satu strategi yang semakin penting dalam pemberantasan kejahatan, terutama dalam kasus-kasus yang terkait dengan tindak pidana korupsi, pencucian uang, narkotika, dan kejahatan terorganisir lainnya. Melalui proses perampasan aset, negara berupaya untuk memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan, serta mencegah pelaku menikmati keuntungan dari tindakan ilegalnya. 
Dalam hukum internasional secara prinsip terdapat dua jenis perampasan yakni, perampasan in personam dan perampasan in rem, Perampasan in personam, juga dikenal sebagai perampasan pidana, adalah tindakan yang ditujukan kepada seseorang secara pribadi. Berdasarkan putusan peradilan pidana, tindakan itu merupakan bagian dari sanksi pidana. Meskipun perampasan in rem disebut dengan berbagai istilah seperti perampasan perdata, perampasan aset NCB, dan perampasan perdata. Intinya adalah gugatan terhadap aset, tidak kepada individu. Proses ini berbeda dari proses peradilan pidana dan membutuhkan bukti bahwa tindak pidana telah mencemari properti. Taint Doctrine, yang berpendapat bahwa yang meyakini bahwa sebuah tindak pidana dianggap menodai properti yang digunakan atau didapatkan dari tindak pidana itu.
Di Indonesia, perampasan aset telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik yang berbasis pidana (conviction-based) maupun yang tidak berbasis pidana (non-conviction based), namun efektivitas penerapannya sangat bergantung pada peran lembaga penegak hukum. 

Konvensi United Nations Convenant Againts Corruption (UNCAC) tahun 2003 kemudian menetapkan model pengejaran keuntungan ilegal. UNCAC memandatkan negara anggota untuk mengupayakan perampasan aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi, selain mengatur ketentuan internasional tentang kerja sama penanganan tindak pidana korupsi. Menurut Pasal 54 UNCAC, ayat (1) huruf c, semua Negara Pihak harus mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memungkinkan perampasan aset yang dihasilkan dari korupsi tanpa proses pidana dalam kasus di mana pelanggar tidak dapat dituntut karena kematian, pelarian, atau tidak ditemukan. Dalam hal ini, UNCAC tidak berkonsentrasi pada satu tradisi hukum saja. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perbedaan mendasar antara setiap tradisi hukum akan menghambat pelaksanaan konvensi.

Lembaga penegak hukum seperti, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan bahwa proses perampasan aset dilaksanakan secara tepat dan adil. Setiap tahap dalam proses perampasan, mulai dari penyelidikan, identifikasi, penelusuran aset, hingga eksekusi perampasan, membutuhkan keterlibatan aktif dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga penegak hukum tersebut. Tanpa peran yang kuat dan terkoordinasi, upaya perampasan aset dapat terhambat, baik dari segi waktu, akurasi, maupun efektivitas pengembalian aset kepada negara.

Di sisi lain, terdapat banyak masalah yang dihadapi dalam proses perampasan aset. Salah satunya adalah tumpang tindih aturan dan kurangnya kerja sama antar lembaga, yang dapat menyebabkan perampasan menjadi lebih lambat dan kurang efektif. Selain itu, Banyak aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang diambil oleh para koruptor dilarikan dan disembunyikan di luar negeri, biasanya disembunyikan di rekening bank, membuat sulit untuk melacak dan mengembalikan aset tersebut. Pelaku tindak pidana korupsi sebelumnya tidak perlu mengembalikan harta yang mereka korupsi dan hanya dikenakan hukuman penjara badan beberapa tahun.
 
Di tengah kesulitan ini, lembaga penegak hukum harus tetap menjaga transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk mencegah penyalahgunaan wewenang selama proses perampasan aset. Suatu tindak pidana yang dikatakan sebagai extraordinary crime seperti korupsi merupakan suatu hal perbuatan yang melawan hukum yang dapat menimbulan akibat berupa adanya kerugian negara, oleh karena itu pelaku tindak pidana tersebut memberikan ganti rugi bertujuan untuk mengembalikan keuangan negara yang telah dikorupsi.
 
Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), kerugian negara akibat korupsi mencapai 26,83 triliun rupiah pada semester pertama tahun 2021, peningkatan 47,63 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar 18,17 triliun rupiah. Pada periode tersebut, total kasus korupsi yang berhasil ditemukan oleh aparat penegak hukum (APH) adalah 209 kasus, dan 482 tersangka telah diadili.
 Menurut data terakhir dari indeks persepsi korupsi (CPI) tahun 2022, yang dirilis oleh Transparency International pada tanggal 31 Januari 2023, yang merupakan indikator komposit yang mengukur persepsi korupsi sektor publik dari nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih), Indonesia tampaknya mengalami penurunan terbesar dalam sejarah reformasi korupsi. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Wan Suyatmiko, Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei, turun dari 38 menjadi 34.

Untuk memastikan bahwa aset yang diperoleh dari tindak pidana dapat ditelusuri dan dirampas secara efektif, perlu adanya peningkatan kapasitas dan kerja sama antar lembaga penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, karena modus operandi tindak pidana semakin kompleks dan banyaknya kejahatan lintas negara.
B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga penegak hukum dalam proses perampasan aset di Indonesia. Pilihan metode yuridis normatif didasarkan pada keinginan untuk memahami secara menyeluruh bagaimana aturan hukum yang ada diterapkan dalam praktik oleh lembaga penegak hukum, serta untuk mengevaluasi seberapa efektif dan sulit proses perampasan aset dijalankan. 
Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perampasan aset, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menelaah doktrin-doktrin hukum dan putusan pengadilan yang relevan. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi dasar hukum yang mengatur peran lembaga penegak hukum dalam perampasan aset dan menganalisis konsistensi penerapan aturan hukum tersebut.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perampasan Aset Di Indonesia
Akhir-akhir ini, salah satu fokus utama dalam pengendalian kejahatan keuangan adalah upaya untuk memperoleh kekayaan dari hasil kejahatan. Akibatnya, tidak mengherankan bahwa Konvensi Antikorupsi PBB (UNCAC) tahun 2003 memasukkan mekanisme perampasan aset tindak pidana sebagai standar. Dengan aturan tersebut, beberapa negara diharuskan untuk melakukan segala upaya untuk memperoleh aset yang dihasilkan dari tindakan kriminal tanpa melalui proses hukum.
 pasal 2 huruf  g UNCAC menjelaskan bahwa perampasan aset adalah “Perampasan, yang mencakup penyitaan jika berlaku, berarti perampasan properti secara permanen atas perintah pengadilan atau otoritas kompeten lainnya”.
 
Di Indonesia, perampasan aset adalah mekanisme hukum yang digunakan untuk menyita harta benda yang dihasilkan dari tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana lainnya, dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara dan menghilangkan keuntungan ilegal dari pelaku kejahatan. Tujuan utama dari perampasan aset adalah untuk mencegah pelaku menikmati keuntungan dari tindak pidana dan mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal kepada negara atau pihak yang dirugikan. Perampasan aset di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, seperti:
1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diperkuat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang memberikan dasar hukum untuk penyitaan barang-barang terkait tindak pidana.
Menurut  Reksodiputro memaparkan  jika legal concept perampasan harta/aset berdarkan hukum pidana Indonesia serta Belanda merupakan sebuah  sanksi  tambahan  yang  bisa  diberikan  hakim  bersamaan  dengan  sanksi  pokok.
 Dalam UU TIPIKOR, ada dua cara untuk memperoleh aset. Pertama, melalui keputusan pengadilan pidana, dan kedua, melalui gugatan perdata (civil Procedure).
 Perampasan aset dengan pemidanaan, juga dikenal sebagai perampasan aset in personam, tidak dapat dilakukan di mana saja. Ini karena upaya untuk merampas aset yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana hanya dapat dilakukan jika pelaku kejahatan telah dinyatakan bersalah dan telah melakukan tindak pidana oleh pengadilan. Beberapa keadaan  yang  mengakibatkan perampasan aset secara in  personam tidak  dapat  dilakukan antara  lain:

(1) terdakwa  meninggal dunia;

(2) pelaku tindak pidana tidak bisa dituntut (immune from prosecution);

(3) pelaku  tindak  pidana  mempunyai  kekuasaan  yang  begitu  kuat  sehingga  proses penyidikan  dan  penuntutan  tidak  dapat  dilakukan; 

(4) pelaku  tindak  pidana melarikan diri keluar negeri; 

(5) aset yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana  telah  berada  di  dalam  penguasaan  pihak  ketiga  yang  belum  dilakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana.

IPK Indonesia pada tahun 2023 berada di angka 34, yang membuat peringkat Indonesia merosot menjadi 115 dari 180 negara di tahun 2023. Sedangkan di tahun 2022, peringkat Indonesia berada di angka 110 dari 180 negara. Skor ini pun membuat Indonesia berada jauh di bawah Singapura. Demikian juga, berada di bawah Malaysia, Vietnam, dan Thailand.
 CPI tahun 2023 menunjukkan sedikit atau bahkan tidak ada kemajuan dalam pemberantasan korupsi saat wilayah Asia Pasifik menghadapi pemilu besar pada tahun 2024 di Bangladesh, India, Indonesia, Pakistan, Kepulauan Solomon, Korea Selatan, dan Taiwan. Skor CPI 71% negara Asia dan Pasifik kurang dari rata-rata regional 45 dari 100.

2. Lembaga Penegak Hukum Dalam Perampasan Aset 
Di Indonesia, lembaga penegak hukum memainkan peran penting dalam proses perampasan aset. Menyita atau merampas kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan lainnya dikenal sebagai perampasan aset. Tujuan dari proses ini bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerugian negara dan mencegah pelaku menikmati keuntungan yang dihasilkan dari tindakan kejahatan. Terdapat beberapa lembaga penegak hukum yang terlibat dalam penegakan perampasan aset di Indonesia:
1. Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK menerapkan aset tidak wajar berdasarkan empat kriteria: jumlah transaksi keuangan mencurigakan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), jumlah pembayaran pajak, dan laporan masyarakat. Aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi akan diketahui setelah kriteria tersebut diterapkan. Hasil identifikasi akan menentukan kesesuaian waktu perolehan aset dengan waktu terjadinya tindak pidana korupsi. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur perampasan aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Tipikor, perampasan aset dibagi  kedalam tiga bentuk, yaitu: 

a. Pertama, perampasan dapat dilakukan terhadap barang bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terdakwa atau terpidana di tempat kejadian, serta harga barang yang menggantikan barang tersebut. 
b. Kedua perampasan barang bergerak yang tidak berwujud yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terdakwa atau terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, serta harga barang yang digunakan untuk menggantikan barang-barang tersebut. 

c. Ketiga adalah perampasan barang yang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan yang dimiliki oleh terdakwa atau terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, serta harga barang yang menggantikan barang tersebut.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 huruf f dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi KPK kewenangan untuk mengambil tindakan hukum setelah putusan pengadilan yang inkrah. Namun, dalam kasus Lukas Enembe meninggal dunia selama persidangan kasasi yang diajukan. Karena belum ada keputusan hakim, KPK, yang bertanggung jawab atas tindakan hukum terkait korupsi, tidak dapat melakukan apa pun. Ini menunjukkan bahwa tidak ada standar dalam kasus penyitaan dan perampasan aset. Dalam kasus Lukas Enembe, kasus kasasi yang dia lakukan belum diputuskan karena dia meninggal dunia, sehingga KPK tidak memiliki otoritas secara  jelas  dan  tertulis  untuk  dapat  melakukan  tindakan  hukum  terhadap penyitaan dan/atau perampasan aset sebagaimana semestinya.

2. Kejaksaan Agung
Berdasarkan Undang-undang No. 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 menjelaskan bahwa penegakan dalam hukum pidana pada dasarnya memiliki tujuan untuk menghukum orang yang melakukan tindak pidana agar mereka tidak melakukan hal yang sama lagi. Selain itu, hukum pidana bertujuan untuk memulihkan uang yang diderita korban karena tindakan pelaku tersebut. Ini semua berdasarkan prinsip dominus litisme, yang menyatakan bahwa kejaksaan bertanggung jawab sebagai lembaga penuntut umum yang memiliki peran sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan.

Peraturan Jaksa Agung Repubik Indonesia Nomor 040/A/JA/12/2010, menjelaskan terkait beberapa tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah sebagai berikut:

a. Bantuan  hukum  (mewakili  negara,  instansi  perintah  di  pusat  maupun daerah,  BUMN,  BUMD  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  SKK  baik sebagai penggugat maupun tergugat).

b. Pertimbangan    hukum    (memberipendapat    hukum/legal    opiniondan/atau pendampingan/legal assistance atas permintaan dari lembaga maupun   instansi   pemerintah   pusat/daerah   yang   pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAMDATUN atau Kejati atau Kejari).
c. Pelayanan  hukum  (memberikan  penjelasan  tentang  masalah  perdata dan TUN kepada anggota masyarakat yang meminta).
d. Penegakan  hukum  (mengajukan  gugatan  atau  permohonan  kepada Pengadilan  di  bidang  perdatasebagaimana  ditetapkan  oleh  peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan melindungi   kepentingan   negara   dan   pemerintah   serta   hak-hak keperdataan masyarakat)
Dengan demikian, jaksa melakukan penegakan hukum (dapat mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan di bidang perdata sesuai dengan peraturan untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan negara dan hak-hak keperdataan masyarakat). termasuk dalam gugatan keperdataan yang melibatkan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi kepada negarai.

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peran Polri dalam perampasan aset sangat penting untuk memastikan keberhasilan upaya pemberantasan tindak pidana. Polri bertindak sebagai garda terdepan dalam mengungkap tindak pidana, mengumpulkan bukti, dan mengamankan aset hasil tindak pidana. Polri terlibat dalam penyelidikan dan penyidikan kejahatan yang berujung pada perampasan aset, terutama dalam kasus pencucian uang dan kejahatan terorganisir. Polri juga sering bekerja sama dengan KPK dan Kejaksaan dalam penyelidikan kasus yang kompleks dan lintas negara. Polri berperan dalam pelacakan aset yang diperoleh secara ilegal dan menyitanya sesuai dengan prosedur hukum.
kewenangan Polri dalam melakukan Penyidikan   terhadap   kasus   korupsi   lebih   ditegaskan   lagi dalam    Inpres    No.    5    Tahun    2004    tentang    Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dalam rangka percepatan pemberantasan   korupsi   Presiden memerintahkan kepada Kapolri untuk:
a. Mengoptimalkan penyidikan tindak pidana korupsi agar pelaku dihukum dan uang negara diselamatkan.
b. mencegah dan menindaklanjuti penyalahgunaan wewenang penegakan hukum oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
c. meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan institusi negara lain yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

4. PPATK(Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)
PPATK merupakan lembaga yang berperan dalam menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan dan memberikan laporan kepada lembaga penegak hukum. PPATK sangat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, serta membantu lembaga penegak hukum melacak aset yang terkait dengan kejahatan. Melalui analisis yang mendalam, PPATK dapat memberikan informasi yang sangat berguna bagi KPK, Polri, dan Kejaksaan dalam proses perampasan aset.
Menurut Pasal 65 UU TPPU, perampasan aset dimulai dengan penghentian transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan (PJK) berdasarkan permintaan PPATK, baik sebagian maupun seluruhnya. Selanjutnya, Pasal 66 UU TPPU menyatakan bahwa PJK melaksanakan permintaan PPATK selama lima hari kerja setelah diterima, dan diperpanjang selama lima belas hari kerja. Perpanjangan masa penghentian sementara transaksi dimaksudkan untuk memungkinkan PPATK menyelesaikan hasil analisis sebelum diserahkan kepada penyidik. Menurut Penyidik dapat meminta pengadilan untuk memutuskan apakah harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak, menurut Pasal 67 UU TPPU.

Berbagai kebijakan dalam bentuk perundang-undangan terkait dengan perampasan aset berupa:

1.TAP     MPR     No.     XI/MPR/1998     tentang Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih,  Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 
2.UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih,  
   Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 
3.UU  No.  31  Tahun  1999  Jo  UU  No.  20  tahun 2001  tentang        Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi;
4.UU   No.   30   Tahun   2002   tentang   Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi; 
5.UU  No.  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption 2003;
6.UU no. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diamandemen UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002; 
7.UU   No.   1   Tahun   2006   tentang   Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana;
8.UU  No.  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara;
9.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan 10.UU  No.  15 Tahun 2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
5. Mahkamah Agung

Keputusan Mahkamah Agung adalah langkah terakhir dalam proses hukum terkait perampasan aset. Dalam kasus di mana ada sengketa mengenai aset yang dirampas, pengadilan akan menentukan kepemilikan yang sah dari aset tersebut dan menentukan apakah aset tersebut harus didistribusikan atau dikembalikan. Sebagaimana konsep prinsip dalam pemidanaan dalam perampasan aset ada 2 yakni secara pidana dan gugatan secara perdata, oleh karena itu kewenangan dalam mengadili perampasan aset berdasarkan RUU Perampasan Aset adalah pengadilan umum. Pengadilan umum Pengadilan umum yang dimaksud merupakan pengadilan tingkat pertama yang ada di setiap kota/ kabupaten yang berisikan hakim yang sehari-hari memutus perkara pidana dan perdata.
 

Pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perampasan aset adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan aset. Apabila terdapat beberapa aset yang dimohonkan untuk dirampas dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, penuntut umum dapat memilih salah satu dari pengadilan negeri tersebut untuk mengajukan permohonan perampasan aset.

Di Indonesia, rancangan undang-undang yang dikenal sebagai "RUU Perampasan Aset" mengatur perampasan aset sebagai upaya paksa untuk mengambil alih kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh oleh individu dari tindak pidana yang dilakukan di Indonesia atau di luar negeri. Terkait dengan perampasan aset Hakim Pengadilan Negeri memiliki tugas tambahan, Dengan kata lain, melakukan perampasan aset yang dihasilkan dari tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Kenikmatan itu bersifat permanen dan abadi. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) menghentikan sebagian atau seluruh transaksi atas permintaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelum perampasan aset dimulai. 
PJK kemudian melaksanakan permintaan PPATK selama lima hari kerja setelah diterima, dengan opsi untuk diperpanjang selama 15 hari kerja. Perpanjangan masa penghentian sementara transaksi dilakukan dengan tujuan agar PPATK dapat menyelesaikan hasil analisis sebelum diserahkan kepada penyidik. Sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyidik dapat meminta pengadilan menetapkan bahwa aset atau harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana harus ditetapkan sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Tantangan yang dihadapi dalam perampasan aset adalah dengan dibuatkan undang-undang yang mengatus secara spesifik terkait dengan perampasan aset, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang meratifikasi UNCAC.  Ada beberapa hal yang perlu di jelaskan dalam RUU Perampasan Aset kelak yakni :

1. Perlu ada "definisi spesifik yang tercantum dalam undang-undang yang mengatur perampasan aset". Definisi ini dibuat untuk membatasi dan mengklarifikasi arti istilah sehingga tidak ada penafsiran ganda.
2. Untuk menangani berbagai jenis tindak pidana dan menentukan aset mana yang dapat dirampas, ditetapkan "jenis tindak pidana, aset yang dirampas, dan penelusuran aset". Selain itu, penelusuran aset juga harus diatur karena ini adalah cara aparat penegak hukum melacak dan menemukan aset yang diduga berasal dari tindak pidana.
3. Seharusnya ada "prosedur pemblokiran, penyitaan, dan perampasan". Ketentuan ini sangat penting karena memberi penegak hukum aturan untuk memblokir, menyita, dan mempertahankan aset yang diduga berasal dari tindak pidana
4. dibutuhkan "subjek perampasan aset" khusus. Peraturan tentang subjek ini dibuat untuk mencegah masalah dengan pelaksanaan perampasan aset jika terdakwa meninggal dunia, bebas dari tuntutan, atau melakukan upaya hukum lainnya.
5. "Pengaturan mengenai prosedur pemeriksaan, wewenang pengadilan, dan pelaksanaan putusan" harus dibuat. APH akan memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa serta aset yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana. Dalam hal wewenang pengadilan, batas-batas dan wewenang pengadilan untuk memutuskan kasus perampasan aset harus ditentukan. Aturan tentang pelaksanaan putusan juga sangat penting. Untuk menghindari tumpang tindih wewenang dan kesalahan dalam proses pengembalian aset, perlu dicatat siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan keputusan perampasan aset, serta prosedur yang akan digunakan untuk mengembalikan aset kepada negara atau pemilik aset.
6. perlu diatur mengenai "pengelolaan aset dan prosedur pengelolaannya". Peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa negara akan menangani dan mengelola aset yang telah dirampas dengan cara yang tepat, sehingga nilai aset tetap terjaga dan tidak menurun..
7. penting untuk diatur mengenai "ganti rugi dan perlindungan pihak ketiga". Tugas negara untuk memastikan kepastian hukum dan memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga yang mungkin mengalami kerugian sebagai akibat dari perampasan aset yang dilakukan oleh APH adalah untuk menjaga keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak.
8. adanya "kerja sama internasional" terkait aset yang berada di luar negeri, termasuk perampasan dan pengembalian aset tersebut. Kerja sama dengan negara lain memudahkan aparat penegak hukum negara setempat untuk mengidentifikasi aset yang berasal dari tindak pidana yang disembunyikan di luar negeri.

D. KESIMPULAN
Dalam kasus tindak pidana, terutama korupsi, perampasan aset merupakan tindakan taktikal untuk memulihkan kerugian negara dan mencegah pelaku menikmati keuntungan dari tindakannya. Dalam proses ini, lembaga penegak hukum Indonesia seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kepolisian (Polri), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Mahkamah Agung bekerja sama dengan baik.
KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi, sementara Kejaksaan Agung melakukan perampasan aset yang diputuskan oleh pengadilan. Pelacakan aset dan analisis transaksi keuangan memberikan dukungan dari Polri dan PPATK. Mahkamah Agung membuat keputusan terakhir tentang sengketa atau kepemilikan aset yang diambil alih. Namun, transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi internasional dalam kasus lintas batas masih menjadi masalah dalam proses perampasan aset. Kesuksesan perampasan aset di Indonesia sangat bergantung pada sinergi yang baik antara lembaga penegak hukum dan peningkatan kemampuan teknis untuk melacak dan mengelola aset yang dihasilkan dari kejahatan. Implementasi yang tepat dari Rancangan undang-undang Perampasan Aset ini akan meningkatkan upaya penegakan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam berbagai sektor di Indonesia serta mengembalikan aset yang sangat penting bagi kepentingan publik dan negara.
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